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terhadap Alasan-alasan Perceraian di Indonesia 
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Abstract: Among muslim community in indonesia, husbands 
often carelessly declare talaq to their wives without considering 
its consequence.  Predictably, this custom is legalized by classical 
islamic jurisprudence stating that talaq is solely the right of 
husbands. This very stipulation is also supported by certain 
religious leaders. On the other hand, the regulation in Indonesia 
especially article 39 (2) of the interpretation to Law No. 1/1974; 
article 19 of Government Degree No. 5/1979; Law No. 7/1989 jo 
Law No. 3/2006 and article 116 of Compilation of Islamic Law all 
stipulate that talaq and divorce must only be permitted if there is 
legitimate reason for doing so and declared exclusively in front of 
court proceeding. It means that talaq by husbands and divorce by 
wifes is invalid if the reason is not justified or not heard by 
judges. In this point, classic muslim jurists disgree whether talaq 
can only be declared after fulfilment of certain conditions. Still, 
those believing that talaq should be based on certain reasons is 
more realistic considering that talaq is the most abhorred halal in 
islam and therefore should be discouraged.  
 
Kata kunci: hukum Islam, perceraian, peran pemerintah. 

 
A. Pendahuluan 

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan 
kehidupannya tidak akan dapat hidup sendirian. Artinya, dia 
pasti membutuhkan orang lain, baik dalam pemenuhan 
kebutuhan jasmani ―seperti sandang, papan, pangan, dan 
kebutuhan biologis― maupun rohani. Di antara bentuk 
hubungan tersebut berbentuk akad nikah, yang dalam Islam 
tergolong bentuk akad yang mi>tha>qan ghali>z}an, yakni suatu ikatan 
yang kuat. Oleh karena itu, pernikahan tidak ditujukan untuk 
waktu tertentu dan tidak hanya untuk bersenang -senang hanya 
memenuhi kepuasaan biologis. Bahkan, dalam al-Qur'an 
dinyatakan bahwa hubungan suami istri ini tidak hanya cukup 
di dunia, tetapi sampai di akhirat. 
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Nikah yang tidak melalui pencatatan nikah atau melalui 
Kantor Urusan Agama di Indonesia disebut dengan nikah sirri, 
bukan nikah sirri versi fikih. Dalam nikah model ini terkadang 
tidak ada niat untuk hidup rumah tangga yang mawaddah dan 
rah}mah, tetapi hanya sekadar untuk menghalalkan hubungan 
antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, lebih-lebih 
dilakukan oleh suami yang tidak bertanggung jawab. Nikah 
model ini terkadang hanya beberapa bulan atau beberapa 
minggu atau beberapa hari. Kemudian setelah itu, istri 
diceraikan dengan tanpa ada alasan, atau dengan alasan tetapi 
tidak rasional. Artinya, yang terpokok bagi suami adalah cerai 
atau dengan bahasa lain menggunakan alasan “pokok'e”. Hal ini 
disebabkan seorang suami menganggap bahwa suami 
mempunyai hak mutlak dalam talak. Akibatnya, banyak 
perempuan yang berstatus janda dan anak yang terlantar, yang 
berdampak pada meningkatnya kemiskinan di masyarakat. 
Bahkan, mungkin juga akan menambah penghuni baru di 
“rumah remang-remang” yang sebenarnya tidak harus terjadi 
jika talaknya dilakukan dengan berdasarkan nilai -nilai yang 
terkandung dalam al -Qur’an. 

Kenyataan tersebut tidak serta merta disalahkan, karena 
pada umumnya umat Islam di Indonesia, khususnya yang tokoh 
agamanya bermazhab Sha>fi'iy, mereka mengatakan bahwa talak 
dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, dan hal ini 
dianggap tidak menyalahi hukum Islam. Hal ini, karena 
nikahnya mudah, lebih-lebih nikah yang penyelenggaraannya 
tanpa wali>mah atau resepsi ―sebagai bentuk i'la>n 
(pemberitahuan) sekaligus sebagai bentuk persaksian kepada 
masyarakat―, maka talaknya akan lebih mudah lagi. Akibatnya, 
masyarakat tidak mengetahui tentang status seorang perempuan 
tersebut, apakah masih dalam ikatan pernikahan atau sudah 
ditalak dan sedang menunggu atau sudah habis masa ‘iddahnya. 
Terkadang terjadi pertengkaran, dan bahkan pembunuhan, 
karena akibat dari tidak jelasnya status perempuan, sehingga 
orang lain menyenanginya, sementara “mantan” suami masih 
mencintai “mantan” istrinya. 
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Berdasarkan fenomena di atas, dalam tulisan ini akan 
dibahas tentang alasan-alasan talak sebagaimana yang berlaku di 
Indonesia dengan analisis hukum Islam, baik yang berdasarkan 
dalil nas}s } atau melalui ijtiha>d. 
 
B. Talak dan Alasan-alasan Talak 

1. Putusnya Perkawinan 

Kebanyakan kitab -kitab fikih tidak membahas putusnya 
perkawinan yang disebabkan kematian. Akan tetapi, dalam kitab 
fikih tersebut dijelaskan tentang 'iddah wafat seorang istri, yaitu 
4 bulan 10 hari. Hal ini dapat dimaklumi, karena putusnya 
perkawinan dengan kematian tidak merupakan kehendak 
manusia, tetapi kehendak Allah Yang Maha Kuasa. Sedangkan, 
putusnya perkawinan atas kehendak suami dan/atau istri 
merupakan bahasan yang subur dalam kitab fikih, baik kutub al-
tura>th (baca: kitab kuning) maupun kitab kontemporer. 

Dalam kitab fikih dijelaskan bahwa putusnya 
perkawinan diistilahkan dengan lafal furqah atau inh{ila>l al-zawa>j 
atau inha>’ ‘aqd al-zawa>j. Kata furqah secara bahasa bermakna iftira>q 
(putus). Sedangkan dalam pengertian istilah, furqah adalah 
sesuatu yang mengakhiri akad nikah dan menjadi sebab 
lepasnya hubungan perjodohan serta menjadikan terputusnya 
hubungan perkawinan.1 Dalam istilah sehari-hari, furqah 
diterjemahkan dengan putusnya perkawinan atau perceraian, 
baik cerai mati, cerai gugat maupun cerai melalui keputusan 
hakim. 

Amir Syarifuddin, intelektual muslim Indonesia, 
menjelaskan bahwa putusnya perkawinan, berakhirnya 
hubungan suami istri, terdapat dalam beberapa bentuk dengan 
melihat siapa sebenarnya yang berkehendak memutuskan 
perkawinan. Dalam hal ini ada empat kemungkinan, yaitu: 
a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui 

kematian salah seorang suami istri, yang dengan sendirinya 
mengakhiri antara keduanya; 

                                                        
1Badra>n Abu> al-‘Ainain Badra>n, al-Fiqh al-Muqa>ran li al-Ah}wa>l al -

Shakhs}iyyah (Beirut: Da>r al-Nahd}ah al-‘Arabiyyah, tt.), h. 295. 
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b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami, karena alasan 
tertentu dan kehendaknya dinyatakan dengan ucapan 
tertentu, yang dalam hal ini disebut dengan t}ala>q; 

c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri, karena melihat 
sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, 
sedangkan suami tidak menghendakinya. Kehendak istri ini 
disampaikan istri kepada suami dengan cara-cara tertentu 
dan suami menerima dan dilanjutkan dengan ucapannya 
untuk memutuskan perkawinan, yang dalam hal ini disebut 
khulu>’ atau talak tebus; 

d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak 
ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau 
pada istri, yang menandakan tidak dapatnya hubungan 
perkawinan itu dilanjutkan, yang dalam hal ini disebut 
fasakh. 

Di samping empat tersebut, ada juga yang menyebabkan 
putusnya perkawinan, yaitu sumpah i>la>’, z}iha>r, dan li’a>n.2 

Wahbah al -Zuh}aily menjelaskan bahwa putusnya 
perkawinan adalah berakhirnya perkawinan dengan kehendak 
suami atau keputusan hakim. Oleh karena itu, putusnya 
perkawinan ada dua macam, yaitu furqah fasakh dan furqah t}ala>q .
Sedangkan, fasakh ada yang melalui kerelaan suami istri, yaitu 
khulu' (talak tebus) atau melalui keputusan hakim (yaitu tanpa 
tebus). 

Perbedaan antara fasakh dan talak dapat dilihat dari 
berbagai segi: 

Pertama, dilihat dari hakikat masing -masing dari 
keduanya. Fasakh adalah dapat merusak akad dari dasarnya dan 
menghilangkan kehalalan yang ditimbulkan akad tersebut, 
sedangkan talak adalah mengakhiri akad dan tidak 
menghilangkan kehalalan, kecuali setelah talak ba>in kubra>’ (talak 
tiga); 

Kedua, dilihat dari sebab terjadinya antara keduanya. 
Fasakh dapat terjadi dengan sebab datangnya suatu keadaan 

                                                        
2Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih 

Munakahat dan Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 
197. 
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yang terjadi pada akad, yang dapat menghilangkan perjodohan, 
atau keadaan yang membarengi akad, yang berakibat suatu akad 
tidak efektif sejak dari asalnya. Di antara contoh fasakh yang 
disebabkan oleh keadaan yang terjadi pada akad, yaitu istri 
murtad atau istri tidak mau masuk Islam, ada hubungan antara 
suami dan ibunya istri atau anak perempuannya istri, atau atau 
ada hubungan antara istri dan bapaknya suami atau anak 
lelakinya suami, yang tergolong haram dinikahi karena sebab 
hubungan semenda (mus}a>harah), yang kesemuanya dapat 
menghilangkan hubungan perkawinan. Sedangkan contoh yang 
disebabkan keadaan yang membarengi akad, yaitu keadaan 
yang berkaitan dengan adanya hak memilih jadi atau tidaknya 
perkawinan setelah baligh bagi salah satu dari suami istri, khiya>r 
bagi wali dari seorang perempuan yang dikawinkan dengan 
seorang lelaki yang tidak sepadan atau suami yang tidak dapat 
membayar mahr mithl secara penuh sebagaimana pendapat 
H{anafiyyah, yang dalam hal ini suatu akad tidak lagi efektif ('aqd 
ghair la>zim). Sementara itu, talak  tidak akan terjadi kecuali 
berdasarkan akad perkawinan yang sah lagi mengikat ('aqd sah}i>h} 
la>zim  ) dan ini merupakan hak suami. Oleh karena itu, dalam 
talak tidak ada sesuatu yang dapat menghilangkan akad 
perkawinan atau ada sesuatu yang disebabkan tidak efektifnya 
suatu akad; 

Ketiga, dilihat dari efek masing -masing dari keduanya. 
Fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang dimiliki suami, 
sedangkan talak dapat mengurangi bilangan talak.3 

Badra>n Abu> al -‘Ainain Badra>n, setelah memaparkan 
pandangan ulama tentang furqah, mengelompokkan furqah yang 
tergolong t}ala>q dan yang tergolong fasakh sebagai berikut:: 
a. Furqah yang tergolong talak, yaitu: (a) furqah dengan lafal 

t}ala>q; (b) furqah dengan khulu>’ (talak tebus); (c) furqah dengan 
sumpah i>la>’; (d )tafri>q sebab li’a>n menurut Abu> H{ani>fah dan 
Muh}ammad, sedangkan Abu> Yu>suf memasukkan ke dalam 
fasakh; (e) tafri>q karena cacat pada suami; dan (f) tafri>q sebab 

                                                        
3Wahbah al-Zuh}aily, al-Fiqh al-Isla>my wa Adillatuh, vol. 7 (Beirut: Da>r al-

Fikr, 1989), h. 347-348. 
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suami membangkang masuk Islam menurut Abu> H{ani>fah 
dan Muh}ammad. 

b. Furqah yang tergolong fasakh, yaitu: (a) furqah disebabkan 
bahwa suatu akad nikah tidak sah, seperti istri adalah 
saudari susuan suami; (b) furqah disebabkan adanya khiya>r 
baligh atau sembuh dari gila; (c) furqah disebabkan suami 
tidak sepadan (kufu>'); (d) furqah disebabkan terjadi sesuatu 
yang berakibat keharaman karena semenda (mus}a>harah); (e) 
furqah disebabkan istri enggan masuk Islam atau suami  
murtad menurut Abu H{ani>fah dan Abu> Yu>suf; dan (f) furqah 
disebabkan suami enggan masuk Islam menurut Abu> 
Yu>suf.4 

Lebih lanjut, Badra>n menjelaskan bahwa sebab-sebab 
furqah (putusnya perkawinan) itu berbeda-beda, terkadang 
berasal dari suami dan terkadang berasal dari istri. Furqah yang 
sebabnya dari suami, yang mempunyai  kesamaan dengan yang 
dari istri, seperti suami murtad dan tidak mau masuk Islam. 
Sedangkan furqah yang berasal dari suami, yang tidak 
mempunyai kesamaan dengan yang dari istri, seperti furqah 
dengan menggunakan lafal-lafal talak dan furqah yang dituntut 
istri karena suami menderita cacat.5 

Sebagaimana dimaklumi, ulama Hanafiyah berbeda 
dalam menentukan batasan tentang fasakh dan talaq. Muh}ammad 
H{anafiyah mengatakan, bahwa furqah yang berasal dari istri 
disebut fasakh, sedangkan yang berasal dari suami disebut t}ala>q .
Dalam hal ini, Abu> H{ani>fah berpendapat sebagaimana mereka, 
kecuali disebabkan suami murtad, dianggap fasakh walaupun 
berasal dari suami.  Hal ini, karena Abu Hanifah menggap 
kemurtadan suami tidak tergolong talak. Menurutnya, 
kemurtadan itu dianggap mati (riddat al-zauj bi manzil al -maut). 
Abu> Yu>suf berpendapat bahwa furqah yang berasal dari istri 
disebut fasakh. Sedangkan, jika furqah berasal dari suami, maka 
perlu dilihat:  (1) jika ada kesamaan dengan istri, maka disebut 
fasakh; (2) jika tidak ada kesamaan, maka disebut talak.6 

                                                        
4Badra>n Abu> al-‘Ainain Badra>n, al-Fiqh al-Muqa>ran, h. 299. 
5Ibid. 
6Ibid., h. 200. 
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Ah}mad al -Ghundhu>r menjelaskan tentang furqah yang 
dijatuhkan oleh hakim sebagai berikut: 
a. Menurut H{anafiyyah bahwa furqah hanya terjadi melalui 

keputusan hakim (qa>d}i>), karena furqah membutuhkan pada 
suatu pendapat yang dapat meniadakan pertentangan. 
Mereka berpendapat bahwa furqah semacam ini tergolong 
talak ba>in sebagaimana pendapat Ma>lik dan al-Thaury. Hal 
ini, karena perbuatan hakim disandarkan atau dihubungan 
kepada suami, sehingga seakan -akan suami menceraikan 
melalui dirinya sendiri. 

b. Menurut al-Sha>fi’iy, Ah}mad ibn H{anbal, bahwa furqah yang 
demikian tergolong fasakh, bukan talak. Hal ini, karena setiap 
furqah yang datangnya dari istri adalah tergolong fasakh.7 

Menurut hukum Indonesia, bahwa putusnya perkawinan 
terjadi karena kematian, perceraian, dan atas keputusan 
Pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU 
Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam 
(KHI). Putusnya perkawinan karena kematian sudah maklum, 
sedangkan karena perceraian terdiri atas cerai talak dan cerai 
gugat. Sementara itu, perceraian karena keputusan Pengadilan 
sebenarnya tergolong dalam al-tafri>q al-qad}a>iy, yang dalam fikih 
H{anafy dimasukkan dalam t}ala>q, bukan fasakh. Dalam hal ini, 
tergolong talak ba>in sughra> sebagaimana termaktub dalam Pasal 
119 angka 2 huruf c. Oleh karena itu, talak melalui keputusan 
Pengadilan tidak tergolong talak raj’i>, sehingga dalam masa 
‘iddah mantan istri tidak boleh diruju’ oleh mantan suaminya, 
tetapi harus dengan kawin baru dan mas kawin baru. 
 
2. Pengertian Talak 

Kata talak merupakan suatu kata yang sudah diserap ke 
bahasa Indonesia, yang dalam hukum Indonesia sering 
digunakan untuk cerai talak (perceraian atas inisiatif dari suami) 
dan cerai (t}alaqa), yang bentuk mas}dar-nya berupa lafal t}ala>q. 
Dalam pengertian bahasa, talak bermakna melepaskan ikatan, 
baik yang bersifat h}issy (konkrit, berdasarkan indrawi), seperti 
                                                        

7Ah}mad Ghundhu>r, al-Tala>q fi al-Shari>’at al-Isla>miyyah wa al-Qa>nu>n (Mesir: 
Da>r al-Ma’a>rif, 1967), h. 127. 
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t}allaqtu al -ba’i>r (saya melepaskan unta) maupun yang bersifat 
ma’nawy (abstrak), yang kemudian digunakan dalam pengertian 
talak dalam pengertian istilah fikih. Dalam pengertian istilah, 
para ulama berbeda redaksi dalam memberikan pengertian 
talak. Akan tetapi, inti talak adalah lepasnya ikatan perkawinan 
antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai suami 
istri dengan menggunakan kata -kata tertentu, baik lepas seketika 
(fi al -h}a>l  ) dalam talak ba>in atapun tidak (fi maa>l  ) dalam talak raj’iy8 
Dengan demikian, jika suami mengikrarkan talak kepada 
istrinya, maka ada beberapa kemungkinan, yaitu: 
a. Mantan istri tidak dapat dirujuk oleh mantan suaminya 

walaupun sedang dalam keadaan menunggu masa ‘iddah, 
yang dalam hal ini tergolong talak ba>in, baik ba>in s}ughra> 
maupun ba>in kubra>. Ba>in s}ughra>, mantan suami dapat 
kembali ke mantan istrinya dengan melalui akad nikah baru 
walaupun dalam masa ‘iddah. Sedangkan ba>in kubra>, mantan 
suami tidak dapat kembali ke mantan istrinya, kecuali 
dengan akad yang baru dan istri telah kawin dengan suami 
lain dan telah diceraikan dan habis ‘iddahnya. Talak ba>in 
kubra> adalah talak yang dijatuhkan suami ketika sudah tiga 
kali. Pernyataan ini merupakan ta’bi>r lafal fi al h}a>l.. 

b. Mantan istri dapat dirujuk oleh mantan suaminya asalkan 
masih dalam masa tunggu (‘iddah), yang dalam hal ini 
tegolong talak raj’iy. Talak raj’iy adalah talak kesatu atau 
talak kedua. Pernyataan ini merupakan ta’bi>r dari kata fi> al-
maa>l. 

Pengertian talak sebagaimana di atas berbeda dengan 
pengertian dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan 
bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan 
Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, 
dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 130 dan 131 
KHI. Artinya, KHI mengharuskan ikrar talak harus di depan 
Pengadilan Agama bagi orang Islam dan harus ada alasan -alasan 
yang jelas dan melalui aturan beracara di Pengadilan. Jika tidak 
demikian, maka ikrar talak tidak dapat dilakukan oleh suami.  
                                                        

8Ibn ‘A>bidi>n, al-Durr al-Mukhta>r Sharh} Tanwi>r al-Abs}a>r, vol. 3 (Beirut: Da>r 
al-Fikr, 1979), h. 226-227. 
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Hal ini berbeda dengan ikrar talak yang dibahas dalam kitab -
kitab klasik, baik mazhab empat maupun lainnya. Akan tetapi, 
dalam satu segi, Kompilasi Hukum Islam ada kesamaan dengan 
Shi’ah dalam hal harus ada saksi walaupun ada perbedaan 
antara keduanya, yakni saksi menurut Shi’ah berupa dua orang 
laki-laki yang adil, sedangkan KHI berupa lembaga pengadilan 
sebagai saksi. Lembaga pengadilan dalam pelaksanaannya 
adalah para hakim yang sedang menyaksikan ikrar talak. Majlis 
hakim mungkin terdiri atas semua laki-laki, ada hakim laki-laki 
dan ada hakim perempuan atau bahkan hakim perempuan 
semua. Namun demikian, sampai saat ini Pengadilan Agama 
masih tetap mempertahankan komposisi majlis hakimnya 
dengan hakim semuanya laki-laki atau campuran hakim laki-laki 
dan perempuan, tidak menetapkan majlis hakim dengan hakim 
yang semuanya perempuan.9 
 
3. Rukun dan Syarat Talak 

Para ulama dalam kitab fikih telah menentukan rukun 
dan syarat yang harus ada dalam talak .Dalam hal ini, ada 
ulama yang menyebutkan bahwa rukun talak ada lima, yaitu: 
(1) s }ighah (lafal talak); (2) mah }all (domisili istri); (3) wila>yah 
(kekuasaan suami); (4) qas }d (tekad atau kehendak untuk 
berbuat); dan (5) mut}alliq (suami atau wakilnya yang 
menceraikan. Yang berpendapat demikian di antaranya adalah 
al-Sharbi>ny dalam al-Iqna>’, al-Qalyu >by dalam H }ashiyat al -
Qalyu>by, al-Ba>ju>ry dalam H}a>shiyah al-Ba>jury, Abu > Zakariyya> al-
Ans}a>ry dalam Fath} al-Wahh>ab. Sementara itu, ulama yang 
menyatakan bahwa rukun talak ada empat dengan tidak 
memasukkan al-wila>yah sebagai rukun talak, di antaranya 
adalah ‘Abd al-Rah{ma >n al-Jazi>ry dalam Kita>b al-Fiqh ‘ala> al-
Madha>hib al-Arba’ah dan Abu > Zakariyya> dalam Tuh}fat al-T}ulla>b. 
Sedangkan, Zain al-Di>n al-Jubba>iy al-‘Amily dalam al-Raud}ah 

                                                        
9Wawancara dengan Mudzakkir Soelsap, hakim Pengadilan Agama Bali, 

pada 10 April 2010. 
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memasukkan ishha>d (persaksian sewaktu suami ikrar talak) dan 
qas }d dalam rukun talak.10 

Masing -masing rukun talak mempunyai persyaratan 
sendiri -sendiri. Rukun talak yang berupa s}i>ghah atau lafal yang 
diucapkan sewaktu ikrar talak harus dilihat dari bentuk ucapan 
ikrar, yaitu ada yang s}ari>h (jelas menunjukkan makna) dan 
kina>yah (mengandung arti lain selain talak). Jika lafal itu s}ari>h, 
maka ulama sepakat lafal t}alaq, sara>h}, dan mufa>raqah merupakan 
lafal yang digunakan untuk menunjukkan maksud talak, 
sehingga tidak dibutuhkan niat. Seperti suami berkata kepada 
istrinya, “Kamu sekarang saya talak.” Berbeda jika 
menggunakan lafal kina>yah, seperti suami berkata kepada istri, 
“Pergilah kamu dari rumahku,” maka harus ada niat. Hal ini 
berbeda dengan Shi’ah yang mengharuskan ada niat walaupun 
dengan lafal s}ari>h} dan hanya lafal yang keluar dari lafal t}ala>q saja 
yang dapat dijadikan s}ighat al-t}ala>q, tidak boleh lafal yang keluar 
dari lafal sara>h} dan mufa>raqah walaupun keduanya termaktub 
dalam al -Qur’an sebagaimana dalam lafal au sarrih}u>hu>nna 
sara>h}an jami>lan atau au tasri>h} bi ih}sa>n dan lafal wafa>riqu>hunn bi al-
ma’ru>f.11 Pendapat Shi’ah tentang lafal ikrar talak dengan lafal 
t}ala>q lebih mengena pada sasaran jika diterjemahkan ke bahasa 
lain. Maka hanya lafal ini yang menunjukkan talak, tidak 
sebagaimana lafal sarah} (melepaskan) dan mufa>raqah 
(memisahkan). Bahkan, walaupun tetap dengan bahasa Arab, 
kedua kata ini masih dianggap kina>yah, kecuali bagi orang -orang 
yang mengerti bahwa maksud kedua kata tersebut tertuju pada 
ikrar talak, terutama orang Arab sewaktu turunnya al-Qur’an. 
Bagi bangsa Indonesia, ternyata kata talak saja yang dapat 
                                                        

10Al-Sharbi>ny, al-Iqna>' fi> H}all Alfa>z} Abi> Shuja’>, vol. 2 (Mesir: Da>r Ih}ya>’ al-
Kutub al-‘Arabiyyah, tt.), h. 148; Abu> Zakariyya> al-Ans}a>ry, Fath al-Wahha>b, vol. 
2 (Ttp.: tp., tt.), h. 72; al-Qalyu>by, H}a>shiyat al-Qalyu>by, vol. 3 (Mesir: Mat}ba’at 
Mus}t}afa> al-Ba>by al-H}ala>by, 1956), h. 323; al-Ba>ju>ry, H}a>shiyat al-Ba>ju>ry, vol. 2 
(Mesir: Mat}ba’at Mus}ta>fa> al-Ba>by al-H}alaby, tt.), h. 139; ‘Abd al-Rah}ma>n al -
Jazi>ry, Kita>b al-Fiqh ‘ala> al-Madha>hib al-Arba’ah, vol. 4 (Beirut: Da>r al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1987), h. 280-281; Abu> Zakariyya> al-Ans}a>ry, Tuh}fat al-T}ulla>b bi Sharh} 
Tah}ri>r Tanqi>h al-Luba>b (Surabaya: Maktabat Sa>lim ibn Sa’ad ibn Nabha>n, tt.), h. 
104; al-‘A>mily, al-Raud}ah al-Bahiyyah fi> Sharh} al-Lam'ah al-Dimashqiyyah, vol. 6 
(Beirut: Da>r al-Ta’a>ruf, tt.), h. 11. 

11Al-‘A>mily, al-Raud}ah al-Bahiyyah, h. 12. 
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dipahami secara hakiki, termasuk yang digunakan dalam ikrar 
talak di depan sidang Pengadilan Agama. 

Ulama fikih mensyaratkan istri yang ditalak (mut}allaqah), 
harus (1) masih dalam ikatakan perkawinan dengan suaminya; 
(2) sebagai istri yang sedang tunggu ‘iddah talak raj’iy (masih 
dapat kembali sebagai istri) atau sebagai istri yang sedang dalam 
masa tunggu (‘iddah) talak ba>in s}ughra>, karena keduanya masih 
dianggap sebagai istri sampai habis masa ‘iddah-nya; (3) sebagai 
seorang perempuan yang sedang dalam ‘iddah sebab terjadi 
perpisahan (furqah) yang dianggap sebagai talak, bukan faskh, 
seperti istri masuk Islam dan suaminya masih tetap non muslim, 
atau karena sebab i>la>’ (menurut H{anafiyyah); dan (4) sebagai 
seorang perempuan yang sedang dalam masa ‘iddah dari furqah 
yang dianggap faskh yang akadnya tidak rusak dari asasnya dan 
tidak hilang kehalalannya seperti istri yang murtad, karena faskh 
pada keadaan ini terjadi karena sesuatu yang dapat mencegah 
kekalnya, setelah terjadi akad yang sah.12  

Unsur qas }d sebagai rukun talak selalu menjadi 
perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hal ini, karena 
sebagian ulama menyatakan bahwa lafal tersebut tidak sama 
dengan niat, sedangkan ulama lainnya menyamakan dengan 
niat. Amir Syarifuddin membedakan antara keduanya dengan 
(1) qas }d adalah tekad atau kehendak untuk berbuat, 
sedangkan (2  ) niyyah adalah kesengajaan hati. Oleh karena 
terjadi perbedaan pengertian ini, maka dalam kitab fikih 
ditemukan pendapat mayoritas ulama yang menggap bahwa 
orang yang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan cara 
main-main atau bergurau adalah jatuh talaknya. Hal ini 
diperkuat dengan adanya hadis yang menyatakan bahwa ada 
tiga perbuatan, baik sungguh-sungguh atau tidak, dianggap 
sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak, dan memerdekakan 
budak. Mereka menyatakan bahwa hadis, innama > al -a’ma>l bi al -
niyya >t, di-takhs }i >s dengan hadis thala >th jidduhunn jiddun wa 
hazluhuhunn jiddun. Pernyataan ulama tersebut tidak 
konsisten, karena di sisi lain mereka mensyaratkan dalam 
nikah harus niat demi kehati-hatian, sebagaimana pendapat 
                                                        

12Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1977), h. 215. 
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al-H {a >wy yang mengikuti al-Ghaza >ly.13 Sedangkan, pada talak 
tidak harus ada niat, sehingga walaupun dengan bergurau 
tetap jatuh talak padahal nikah dan talak berada dalam satu 
matan hadis. Hal ini jika ternyata hadis itu sah }i >h atau minimal 
h}asan, lebih -lebih jika hadith itu d}a'i >f. Berdasarkan 
penelusuran ulama hadis diketahui bahwa sanad hadis 
tersebut terdapat inqit }a>’, yaitu pada perawi yang bernama Ibn 
Luhai’ah.14 

Di samping itu, jika mencari definisi niat dalam kitab -
kitab fikih klasik ditemukan bahwa niat adalah bermaksud 
melakukan sesuatu yang dibarengkan dengan perbuatannya. 
Oleh karena itu, tidak tepat jika talak itu terjadi pada suami 
yang melakukannya dengan bermain-main atau bergurau. Hal 
ini sebagaimana pendapat al-Ba >qir, al -S{a >diq, dan al-Na >s }ir dari 
kalangan Shi’ah, yang sebenarnya pendapat ini merupakan 
pendapat dalam mazhab Ah }mad dan Ma >lik. Mereka 
mensyaratkan untuk terjadinya talak harus ada unsur 
kerelaan dengan bentuk ucapan, mengerti maknanya, dan 
menghendaki isinya. Artinya, jika tidak ada unsur niat dan 
qas }d maka dianggap tidak terjadi, sesuai QS. al -Baqarah (2): 
27. Hal ini, karena talak membutuhkan niat, sedangkan orang 
yang bergurau tidak ada unsur kehendak (‘azm) dan niat. Oleh 
karena itu, talak yang diucapkan suami yang bergurau tidak 
jatuh.15  

Adapun syarat mut}alliq (suami yang menalak) adalah 
berakal, baligh (cukup umur), dan atas kehendak sendiri.  
Artinya, jika mut}alliq tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka 
talaknya tidak jatuh, seperti orang gila termasuk orang  yang 
sedang mabuk, anak kecil yang belum cukup umur, juga orang 
yang dipaksa, walaupun ulama masih mempermasalahkan jika 
mabuk karena dibuat-buat.16 
 

                                                        
13Al -Abya>ni>, Sharh} al-Ah}ka>m fi> al-Ah}wa>l al-Shakhsiyyah, vol. 2 (Kairo:  Da>r al 

Sala>m, 2006), h. 508. 
14Al-S}an’a>ny, Subul al-Sala>m, vol. 3 (Singapura: al-H}aramain, 1960), h. 175. 
15Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, vol. 2, h. 214. 
16‘Abd al-Rah}ma>n al -Jazi>ry, Kita>b al-Fiqh, vol. 4, h. 184-185. 
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4. Alasan-alasan Talak 

Dalam kitab -kitab fikih masalah yang berkaitan dengan 
alasan -alasan talak (perceraian) tidak diatur secara jelas. Dalam 
hal ini, yang ditekankan hanya pada pelaksanaan pengucapan 
lafal talak, termasuk s}ari>h  (terang dan jelas) atau kina>yah (tidak 
jelas), masih mengandung arti lain. Namun demikian, para 
ulama fikih membicakan tentang hukum asal dari talak, yaitu 
iba>h}ah (boleh) atau makhz}u>r (dilarang). Bagi mereka yang 
mengatakan hukum asal talak adalah boleh (iba>h}ah), mereka 
beralasan dengan QS. al -Baqarah (2): 229 dan 236 dan QS. al-
T}ala>q (65): 1. Mereka juga beralasan dengan berdasarkan atas 
perbuatan Nabi Muhammad saw yang menceraikan H}afs}ah bint 
‘Umar. Termasuk juga perbuatan para sahabat, seperti ‘Umar 
yang menceraikan istrinya (Tama>dar bint al-As}bagh), Mughi>rah 
ibn Shu’bah menceraikan empat orang istrinya, dan al-H}asan ibn 
‘Aly yang tergolong banyak melakukan nikah dan talak.  

Sementara itu, sebagian yang lain mengatakan bahwa 
hukum asal talak adalah dilarang atau diharamkan, kecuali 
karena ada kebutuhan seperti usia tua dan ada keraguan-raguan 
terhadap pribadi istri. Dalam hal ini, dari satu segi, 
diperintahkan dan dari segi lainnya dilarang. Diperintahkan 
talak karena ada faktor yang mendorong untuk melepaskan 
ikatan perkawinan dan dilarang talak, karena dalam talak itu 
memutuskan perkawinan (perjodohan), padahal dalam 
perkawinan itu terkandung kemaslahatan dunia dan akhirat. 
Pendapat kedua ini (h}az}ar illa> li h}a>jat) merupakan pendapat sah}i >h 
sebagaimana termaktub dalam QS. al-Ru>m (30): 21. Dalam hal 
ini jelas sekali bahwa talak itu merupakan perbuatan yang 
mengkufuri nikmat dan memutus rasa cinta -kasih, yang 
merupakan kemaslahatan agama dan dunia. Untuk itu, tidak 
ada dalil yang saling meniadakan antara yang membolehkan 
dan yang melarang talak, seperti salat di atas tanah milik orang 
lain secara ghasab. Akan tetapi, hukum haram menjatuhkan talak 
itu terhindar dengan adanya kebutuhan seperti berupa ketuaan 
usia istri, keraguan-raguan terhadap perilaku istri, akhlak yang 
jelek, watak yang tidak dapat disatukan antara suami istri, 
berkehendak untuk memberikan pelajaran kepada istri, dan 
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suami tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban dalam 
perkawinan.17  

Ah}mad al-Ghundu>r dalam kitabnya, al -T}ala>q, setelah 
menjelaskan tentang hukum asal talak dengan tiga hukum, 
iba>h}ah, h}az}ar, dan h}az}ar illa> li h}a>jah, dan dinyatakan dalam 
kitabnya, bahwa pendapat h}az}ar al-t}ala>q illa> li h}ajah (keharaman 
menjatuhkan talak kecuali karena ada hajat )merupakan 
pendapat para fuqaha>’ selain H{anafiyyah dan dalam perundang -
undangan modern, dia mengatakan suatu pendapat. Dia 
mengatakan bahwa pendapat ini merupakan pendapat yang 
benar yang kami setujui. Artinya, tidak selayaknya suatu ikatan 
perkawinan dilepaskan, kecuali karena ada kebutuhan yang 
mendorongnya. Dalam hal ini, jika hakikat talak itu pada 
umumnya membahayakan istri, maka syariat Islam dalam 
menjatuhkan talak telah menetapkan hukum -hukum yang 
dibuat untuk meringankan bahaya pada istri yang ditalak.18  

Jika diperhatikan secara matang terhadap pendapat 
ulama yang menyatakan bahwa talak itu boleh karena ada 
kebutuhan, maka dapat dipahami bahwa mereka ternyata 
terkadang membuat alasan yang kurang rasional, seperti 
ketuaan usia istri, padahal perkawinan bertujuan mawaddah dan 
rah}mah. Sementara itu, mawaddah itu akan hilang jika usia istri 
tua, sehingga tinggal rah}mah saja. Oleh karena itu, ternyata 
alasan ulama masih kurang konsisten dalam membuat alasan 
diperbolehkan talak dengan ada alasan atau sebab, seperti kiba>r 
(usia tua). Dalam hal ini, bukankah perjodohan itu akan tetap 
berlangsung di surga, sebagaimana tersebut dalam QS. Ya>sin (): 
56? Untuk itu, jika karena alasan tua, maka bukankah Islam 
membolehkan poligami? Artinya, lebih baik poligami daripada 
mentalak istri karena alasan tua. 

Dalam kenyataannya, alasan-alasan talak tidak atau 
kurang diperhatikan atau dicantumkan secara jelas, sehingga 
suami atau istri menganggap sah jika suami menjatuhkan talak 
dengan menggunakan kata-kata talak, seperti “saya mentalak 

                                                        
17Muh}ammad Qadri Basha>, al-Ah}ka>m al-Shar'iyyah fi> al-Ah}wa>l al-

Shakhsiyyah, vol. 2 (Mesir: Da>r al-Sala>m li al-T{iba>’ah, 2006), h. 503. 
18Ah}mad Ghundhu>r, al-Tala>q, h. 40-41. 
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kamu”. Bahkan, jika dengan tiga kali ucapan, maka jadilah talak 
ba>in kubra>, sehingga terkadang atau bahkan istri tidak mau lagi 
dikumpuli oleh suaminya, padahal masih tinggal dalam satu 
rumah. Bukankan hal ini menambah kekeruhan dalam rumah 
tangga? Begitu juga, jika seorang lelaki menikah dengan seorang 
perempuan secara sirri, maka sering dijumpai dia mudah 
menjatuhkan talak kepada istrinya walau dengan tanpa alasan, 
sehingga dia seakan -akan menggunakan peribahasa “habis 
manis sepah dibuang”. Oleh karena itu, alasan-alasan talak 
sebagaimana dalam kitab fikih tidak sekongkrit dengan apa 
yang tertuang dalam perundang- undangan negara Republik 
Indonesia sebagaimana akan dijelaskan berikut. 

Indonesia sebagai negara hukum telah membuat aturan 
yang berkaitan dengan alasan talak (perceraian), baik cerai talak 
maupun cerai gugat. Artinya, jika tidak mengikuti aturan, maka 
cerai tidak dapat dilakukan. Aturan -aturan tersebut telah 
termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta 
penjelasannya, PP No. 9 Tahun 1975,  Kompilasi Hukum Islam 
melalui Inpres No. 1 Tahun 1991, dan Undang-undang No. 3 
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang -undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Pasal 39 (2) Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 dan Pasal 19 PP Nomor 9  Tahun 1991 menjelaskan bahwa 
perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan -alasan: 
1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, 

pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar 
disembuhkan; 

2. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) 
tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain atau tanpa 
alasan atau karena hal lain di luar kemampuannya; 

3. salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan terhadap pihak  yang lain; 

5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit 
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya 
sebagai suami/istri; 
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6. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukum lagi 
dalam rumah tangga. 

Kemudian alasan-alasan tersebut diulangi dalam Pasal 
116 Kompilasi Hukum Islam dengan menambah dua anak pasal, 
yaitu : 
1. suami melanggar taklik-talak; 
2. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidak rukunan dalam rumah tangga. 
Berangkat dari Pasal 116 KHI ini ada tambahan dua 

sebab perceraian dibanding Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, 
yaitu suami melanggar taklik -talak dan murtad. Tambahan ini 
sangat penting, karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak 
adalah suatu janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan 
suami setelah akad nikah. Dalam hal ini, jika suami melanggar 
"janji” yang telah diucapkan dan istri tidak rela, kemudian 
mengadu ke Pengadilan, maka Pengadilan atas nama suami 
akan menjatuhkan talak satu khulu>’ kepada istri. Dengan 
demikian, taklik talak merupakan suatu ijtihad baru sangat 
penting untuk melindungi hak -hak wanita sebagai istri, sehingga 
tidak dipermainkan oleh suami.19  

Dalam kutipan akta nikah disebutkan tentang s }ighat 
taklik -talak yang diucapkan sesudah akad nikah sebagai berikut: 

BISMILLAHIRRAHIM 
Sesudah akad nikah, saya ……………………… Bin 
………………………… berjanji dengan sesungguh hati, bahwa 
saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan 
akan saya pergauli istreri saya bernama ………………………… 
binti ……………………… ..dengan baik (mu'a>sharah bil -ma'ruf) 
menurut ajaran syari'at agama Islam. 
Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas isteri saya 
itu seperti berikut: 
Sewaktu-waktu saya: 
(1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut; 

                                                        
19Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di 

Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai 
KHI (Jakarta: Kencana, 2006), h. 222. 
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(2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan 
lamanya; 

(3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu; 
(4) Atau saya membiarkan/tidak memperdulikan isteri saya itu 

enam bulan lainnya 
kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada 
Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus 
pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima 
oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu 
membayar uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebagai ‘iwadl 
(pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya. 
Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan 
untuk menerima uang ‘iwadl (pengganti) itu dan kemudian 
menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) 
Pusat untuk keperluan ibadah sosial. 

Sajuti Thalib dalam bukunya, Hukum Kekeluargaan 
Indonesia, menjelaskan bahwa  surat al-Nisa>': 128 adalah ayat 
yang dijadikan dasar dalam merumuskan tata cara dan syarat -
syarat bagi taklik talak sebagai bentuk pernjanjian perkawinan. 
Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dan sekaligus 
sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan jika suami 
melakukan nushu>z.20 

Ayat 128 surat al-Nisa>' menyatakan yang artinya sebagai 
berikut: 
"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz atau sikap tidak acuh 
dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan 
perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik 
(bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabi'atnya kikir. Dan 
jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari 
nusuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan ". 

Selanjutnya, Sajuti Thalib menjelaskan sebagai berikut, 
bahwa ada beberapa pendapat tentang hukum mengadakan 
perjajian dalam perkawinan yang dirumuskan dalam bentuk 
taklik talak sebagai berikut: 

                                                        
20Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI Press, 1986), h. 

94. 
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1. Menurut al-Qur’an berupa anjuran dengan kata -kata dalam 
al-Qur'an yang berbunyi: seyogyanyalah diadakan 
perjanjian dan perjanjian adalah baik; 

2. Menurut umumnya perumusan fikih hukumnya adalah 
kebolehan atau iba>h{ah; 

3. Sedangkan di Indonesia taklik talak itu selalu dimuat dalam 
surat (pendaftaran) akad nikah perkawinan, sehingga 
seolah -olah telah diberlakukan sebagai suatu yang wajib 
yang biasa; dan menjadi sesuatu yang selalu ada.  

Menurut hemat penulis, memang anjuran al -Qur’an 
dalam mengadakan perjanjian itu selayaknya diindahkan. 
Bentuknya pun dapat dirumuskan dalam bentuk taklik talak, 
tetapi bentuk dan caranya itu hendaknya diperbaiki dengan 
lebih jelas, sehingga betul-betul lebih merupakan perjanjian dua 
pihak. Diusahakan menjadi lebih jelas dari keadaan sekarang 
yang seolah-olah hanya menjadi persoalan bagi pihak suami 
yang selanjutnya dianggap telah setuju dengan sendirinya.21 

Undang -Undang Perkawinan sama sekali tidak 
memasukkan murtad sebagai alasan perceraian. Sedangkan 
dalam Kompilasi Hukum Islam, murtad dijadikan sebagai alasan 
perceraian. Artinya, jika salah satu dari pasangan suami istri 
keluar dari agama Islam, maka suami atau istri dapat 
mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan. 
Namun demikian, dalam KHI tersebut ada sesuatu yang menjadi 
pertanyaan, yakni dalam pasal tersebut ada klausul “yang 
menyebabkan terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga”. 
Dalam hal ini, bagaimana jika murtad tersebut tidak 
menimbulkan kekacauan atau ketidakharmonisan dalam rumah 
tangga. Artinya, murtad tidak sepenuhnya menjadi alasan 
perceraian.22 Dengan demikian, dalam KHI tidak tegas 
sebagaimana dalam fikih yang menjadikan murtad sebagai salah 
satu sebab perceraian secara mutlak, baik ada 
ketidakharmonisan atau tidak. Artinya, dengan murtad 
hubungan suami-istri akan menjadi putus. 

                                                        
21Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, h. 94. 
22Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam, h. 223. 
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Alasan-alasan tersebut dalam kitab fikih tidak secara 
khusus mengaturnya, karena talak merupakan hak suami dan 
dia dapat melakukannya meskipun tanpa alasan apapun.  
Sementara itu, ulama yang lain mengatakan bahwa cara talak 
demikian ini makruh, namun tidak terlarang untuk dilakukan.23 
Artinya, talak yang dilakukan dengan tanpa alasan tetap sah, 
sehingga tetap jatuh talak. 
 
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-alasan Talak 

dalam Undang-undang 

Jika  dilihat secara konsisten terhadap sumber hukum 
Islam yang utama dan pertama, dan harus dipegangi ummat 
Islam, maka sebenarnya al-Qur’an telah mengatur tentang 
langkah-langkah dan alasan-alasan yang harus dilakukan oleh 
suami atau istri sewaktu terjadi ketidakharmonisan dalam 
rumah tangga. Akan tetapi, tampaknya langkah-langkah ini 
tidak dipakai atau diabaikan atau dianggap tidak 
mempengaruhi terjadinya talak. Artinya, dalam fikih hanya 
diarahkan pada hukum materiilnya saja terkait dengan s}i >ghat 
atau ucapan talak yang keluar dari suami, yaitu ucapan secara 
jelas (s}ari>h) dianggap sah dengan tidak harus ada niat dan 
ucapan kina>yah dianggap sah dengan niat, padahal hukum 
formilnya telah diatur pada ayat tersendiri secara khusus (QS. al -
Nisa>’ (4): 34-35, dan 128), yang diberlakukan sebagai syarat, 
sehingga tidak berlaku kaedah Usul al -Fikih:24 

   واجِبِ  فَهو بِه إِلاَّ الْواجِب يتم لاَ ما 
Tiga ayat di atas tidak dapat dijadikan sebagai wasi>lah 

pada ayat yang berupa shi>ghat al-amr, pada lafal au tasri>h} bi ih}sa>n; 
au sarrih}u>hunna sara>h}an jami>la>; au fa>riqu>hunna bima’ru>f. Hal ini 
berbeda jika was}i>lah pada s}i >ghat amar pada talak itu berupa 
was}i>lah ijtiha>diyyah yang berupa sebab, maka berlaku kaedah 
tersebut. Dengan demikian, ayat -ayat tersebut berdiri sendiri, 
bukan karena ayat tentang talak dan diberlakukan sebagai 

                                                        
23Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 228. 
24Muh}ammad Abu> Zahrah, Us}u>l al-Fikih (Mesir: Da>r al-Fikr al-‘Araby, tt.), 

h. 180. 
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tahapan-tahapan yang harus dilalui jika seorang suami akan 
melakukan ikrar talak kepada istrinya. Akan tetapi, para ulama 
memahami ayat-ayat tersebut tidak pada prinsip kaedah amr, 
yaitu li al-wuju>b sebagaimana pendapat yang dinisbatkan kepada 
al-Sha>fi’iy dan jumhur ulama, al-as}ah}h} annaha> haqi>qah fi al-wuju>b 
faqat}.25 Begitu juga, al -Mah{ally menyatakan bahwa pendapat 
yang dipilih sesuai dengan Abu H{a>mid al -Firayi>n dan Imam al -
H{aramain bahwa s}i>ghat amr secara hakikat menunjukkan 
perintah yang pasti (al-t}ala>b al-ja>zim).26 Bahkan, dalam kitab -kitab 
tidak dijelaskan tentang petunjuk amr pada ayat -ayat tersebut, 
terutama terkait dengan lafal f’'iz}u >hunna, wahjuru>hunna, 
wad{ribu>hunna pada QS. al-Nisa>’ (4): 34 dan 39. Imam Nawawy 
Banten dalam kitabnya, 'Uqu>d al -Lujjayn, menyatakan bahwa 
amar yang ada di QS. al-Nisa>’ (4): 34 adalah mandu>b,27 sedangkan 
dalam kitab tafsinya, Marah} Labi>d, sama sekali tidak 
menyebutkan petunjuk amr.28 Dengan demikian, jika melihat 
penerapan kaidah amr menunjukkan wajib, maka tahapan -
tahapan dan alasan -alasan talak itu harus ada. Oleh karena itu, 
jika tidak dilalui tahapan -tahapan tersebut sebagaimana dalam 
ayat tersebut, maka talak tidak dapat dijatuhkan. 

Adapun ayat-ayat tersebut adalah : 

 فَإِنْ واضرِبوهن الْمضاجِعِ في واهجروهن فَعظُوهن نشوزهن تخافُونَ يتواللاَّ
كُمنوا فَلاَ أَطَعغبت هِنلَيبِيلاً عإِنَّ س ا كَانَ اللَّهيلا عكَبِير 

Wanita -wanita yang kamu khawatir nusuznya, maka nasehatilah 
mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah 
mereka. Kemudia jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu 
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha 
Tinggi lagi Maha Besar. (QS. al-Nisa>’ (4): 34). 

                                                        
25Abu> Zakariyya> al-Ans}a>ry, Gha>yat al-Wus}u>l Sharh} Lubb al-Us}u>l (Bandung: 

Fajar Nusantara, tt.), h. 64-65. 
26Al-Mah}ally, H{a>shiyah ‘Alla>mah al-Banna>ny, vol. 1 (Mesir: Mat}ba’at ‘I>sa> al-

Ba>by al-H}alabi> wa Sharkah, tt.), h. 376. 
27Muh{ammad ibn ‘Umar Nawa>wy, Sharh} ‘Uqu>d al-Lujjain fi> ‘Uqu>d al-

Zaujain (Mesir: ‘I<sa> al-Ba>by al-H{alaby, tt.), h. 7. 
28Muh{ammad ibn ‘Umar Nawa>wy, Marah} Labi>d Tafsi>r al-Nawa>wy, vol. 1 

(Singapura: Maktabat Sulaiman Mar’iy, tt.), h. 149. 
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 يرِيدا إِنْ أَهلها من وحكَما أَهله من حكَما فَابعثُوا بينِهِما شقَاق خفْتم وإِنْ
  خبِير عليما كَانَ اللَّه إِنَّ بينهما اللَّه يوفِّقِ إِصلاَحا

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki -laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud perbaikan, 
niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al -Nisa>’ (4): 35). 

Kedua ayat tersebut merupakan langkah-langkah yang 
harus dilakukan sewaktu melihat istri melakukan nushu>z, yaitu 
(1) memberi nasihat kepada istri; (2) pisah ranjang, masih dalam 
satu rumah ; (3) memukul istri dengan pukulan yang tidak 
melukai. Dalam hal ini, terutama QS. al-Nisa>’ (4): 34, ulama 
berbeda tentang huruf wau sebagai huruf 'at}af, yakni ada yang 
berkata li al -tarti>b (berurutan), yang berarti melakukan dari yang 
lebih ringan dan ada juga yang boleh tidak berutan atau li mut}laq 
al -jam', sehingga suami boleh mengambil salah satu dari tiga 
pilihan atau boleh mengumpulkan semua, tergantung pada 
ijtihad suami dalam melihat sikap yang diperlihatkan istri. 
Dalam hal ini, 'Ali al -S}a>bu>ny mengatakan bahwa pendapat yang 
paling kuat adalah li al-tarti>b, sebagaimana pendapat Ibn al-
‘Araby dalam Tafsi>r A>ya>t al -Ah}ka>m dan juga pendapat sahabat 
‘Aly ibn Abi> T}a>lib. Artinya, jika langkah pada QS. al-Nisa>’ (4): 34 
gagal, maka melangkah berikutnya sebagaimana pada QS. al -
Nisa>’ (4): 35. Dalam hal ini, pada QS. al -Nisa>’ (4): 34 ditujukan 
kepada suami, sedangkan pada QS. al-Nisa>’ (4): 35 ditujukan 
kepada h}ukka>m (hakim atau pemerintah  ) dengan mendatangkan 
h}akam dari keluarga istri dan keluarga suami atau orang lain.29 
H{akamain diambil dari keluarga suami dan istri, karena 
keduanya dianggap lebih mengetahui keadaan suami/istri, 
sehingga dapat memberikan nasihat -nasihat atau arahan-arahan, 
yang akhirnya tidak terjadi perceraian dan kembali pada 
keadaan semula atau imsa>k bi ma’ru>f atau terjadi perceraian, 
tetapi perceraian yang dilakukan secara tasri>h} biih}sa>n, mufa>raqah 
bi ma'ru>f atau tasri>h} sara>h}an jami>la>. Akan tetapi, jika h}akamain 
                                                        

29Muh{ammad ‘Aly al-S{a>bu>ny, Rawa>i’ al-Baya>n fi> Tafsi>r A>ya>t al-Ah}ka>m, vol. 1 
(Beirut: Da>r al-Fikr, tt.), h. 430-431. 
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diambil dari orang lain, maka tidak masalah, lebih-lebih dari 
orang-orang yang ahli di bidang is}lah} atau perdamaian dalam 
memecahkan masalah keluarga. 

Wahbah al -Zuh}aly dalam kitab tafsirnya, menjelaskan 
bahwa petunjuk amr pada fab'athu> adalah menunjukkan wajib 
sebagaimana pendapat al-Sha>fi’iy, karena hal tersebut tergolong 
menghilangkan penganiayaan, yang termasuk suatu kewajiban 
yang bersifat umum dan yang harus diperhatikan oleh hakim.30 
Untuk itu, Wahbah dalam al -Fiqh al-Isla>my menjelaskan bahwa 
talak itu jangan dilakukan karena sebab yang remeh 
sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, seperti 
ada kebencian dan hanya mengumbar hawa nafsu. Karena hal 
ini keluar dari ajaran-ajaran Islam dan menyebabkan dosa, 
bahkan perlu diberi hukuman. Untuk itu, talak diundangkan 
hanya semata -mata karena keadaan darurat (tashri>’ istithna>iy) 
setelah suami melakukan langkah-langkah sebagaimana dalam 
QS. al-Nisa>’ (4): 34 -35.31 Di samping itu, QS. al-Nisa>’ (4): 35 ini 
tidak dapat digunakan teori extra contrario atau mafhu>m 
mukha>lafah, yakni jika tidak ada shiqa>q, maka tidak harus ada 
keterlibatan h}ukka>m (qud}a>t) atau pemerintah. Hal ini, karena ayat 
tersebut dapat dimasukkan pada nas}s } yang bersifat aghlabiyyah, 
yang tidak dapat menerima mafhu>m mukha>lafah, sebagaimana 
nas}s } tentang riba> dengan lafal “la> ta’kulu> al-riba> ad’a>fa> mud}a>'afah".  

Di Indonesia dalam menyelesaikan shiqa>q selalu 
dilakukan mediasi melalui mediator. Oleh karena itu, di 
Indonesia upaya perdamaian dilakukan sebagai berikut: 
a. Apabila para pihak datang menghadap, hakim 

mengusahakan perdamaian (Pasal 130 HIR/154 RBg dan 
Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2008); 

b. Hakim yang memeriksa perceraian berusaha mendamaikan 
kedua pihak (Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 39 ayat 
1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat 1 UU Nomor 7 
Tahun 1989);  

                                                        
30Wahbah al-Zuh}aily, al-Tafsi>r al-Muni>r, vol. 5 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1991), h. 

59. 
31Wahbah al-Zuh}aily, al-Fiqh al-Isla>my wa Adillatuh, vol. 7, h. 359. 
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c. Dalam gugatan perceraian yang disebabkan perselisihan, 
gugatan dapat diterima, apabila telah cukup jelas bagi 
Pengadilan mengenai sebab -sebab perselisihan dan 
pertengkaran itu, dan setelah mendengar pihak keluarga 
serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 
ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975); 

d. Apabaila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, 
untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar 
keterangan saksi -saksi yang berasal dari keluarga atau orang 
dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat 1 UU Nomor 9 
Tahun 1989); 

e. Kelalaian usaha mendamaikan dapat dianggap melanggar 
tertib beracara yang dapat berakibat pemeriksaan 
persidangan cacat dan putusannya dapat dibatalkan.32 

Dengan hal -hal tersebut di atas, talak tidak dapat 
dijatuhkan secara langsung, tanpa melalui proses yang harus 
dilalui. Bahkan, dalam ayat tersebut secara jelas adanya 
keterlibatan pihak pemerintah dalam masalah talak, 
sebagaimana apa yang terjadi di Indonesia, terutama setelah 
diundangkannya Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Oleh karena itu, jika ditelaah secara seksama dan 
dihubungkan antara ayat-ayat yang terkait dengan talak secara 
tematik dan holistik, maka sangat jelas bahwa talak itu 
melibatkan pihak pemerintah, tidak bisa seenaknya dilakukan 
sendiri, karena talak oleh sebagian pihak dianggap hak mutlak 
atau prerogatif suami. Untuk itu, sangat disayangkan jika para 
penulis kitab, baik fikih maupun tafsir, yang sangat baik dalam 
menguraikan urutan -urutan yang harus dilakukan oleh suami 
sewaktu menghadapi istri yang nushu>z, akan tetapi kemudian 
mereka tidak menyatukan dengan ayat yang terkait dengan 
pengucapan ikrar talak sebagai hukum materiil, sebagaimana 
lafal pada QS. al-T[ala>q (65): “Fat}alliqu>hunn li ‘iddatihinn”. 

Konsekuensinya, analisis terhadap isi al-Qur’an itu 
terpotong -potong dan sangat dipengaruhi oleh subyektifitas 
sebagaian ulama -ulama terdahulu, sebagaimana yang terdapat 
dalam kitab -kitab fikih yang ada, sepertinya tidak ditemukan 
                                                        

32Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2005), h. 8. 
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dinamika pemikiran, padahal fikih merupakan produk mujtahid 
yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh tempat, waktu, 
dasar-dasar yang dipakai dalil dan ilmu yang dimilikinya. 

Akibat dari anggapan tersebut, umat Islam di Indonesia 
tetap memakai apa yang disampaikan oleh para tokoh mereka, 
lebih-lebih suami yang berpoligami. Bahkan, masyarakat sampai 
sekarang beranggapan bahwa talak yang harus disertai alasan 
dan dilakukan di depan sidang pengadilan adalah tidak sesuai 
dengan hukum Islam. Padahal hukum Indonesia yang 
diterapkan di Pengadilan Agama telah digali secara mendalam, 
baik melalui kaedah us}u>l al-fiqh maupun kaedah fikih. Bahkan, 
kemaslahatan yang merupakan tujuan hukum Islam telah 
diperhatikan sedemikian rupa, sehingga asas mempersulit 
perceraian merupakan salah satu dari asas -asas atau prinsip -
prinsip perkawinan di Indonesia. Lebih dari itu, hukum yang 
berkaitan dengan perceraian di samping diatur dalam 
perundang -undangan Republik Indonesia sebagai produk 
Dewan Perwakilan Rakyat, juga telah dirumuskan oleh ulama 
dan Cendekiwan Muslim dari berbagai golongan melalui 
Kompilasi Hukum Islam yang merupakan produk ijma>’ dari 
hasil ijtihad jama>’iy (kolektif) para ulama Indonesia. Dalam hal 
ini, para hakim Pengadilan Agama diperintahkan untuk 
menerapkan materi KHI sebagai hukum materiil dalam 
memutuskan perkara yang menjadi kewenangannya, di samping 
mereka tetap berusaha untuk memutuskan dengan seadil -
adilnya melalui metode yang tepat dalam berijtihad. 
 
D. Penutup 

Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah diambil beberapa 
hal penting: 
1. Talak merupakan hak suami, sehingga ikrar talak hanya 

dilakukan oleh suami atau pengganti atau wakilnya, tetapi 
dia tidak boleh melakukan dengan tanpa pertimbangan 
yang matang; 

2. Dalam menjatuhkan talak, suami harus mempunyai alasan 
yang realistis dan masuk akal, tidak asal ada alasan seperti 
karena istri berusia lanjut. Hal ini karena tujuan perkawinan 
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dalam Islam tidak hanya bertumpu pada mawaddah, tetapi 
rah}mah;  

3. Ikrar talak yang diucapkan suami kepada istrinya tidak 
akan ada akibat hukumnya (tidak sah) jika tidak melalui 
prosedur yang harus dilalui, sebagaimana hukum yang 
terkandung dalam QS. al-Nisa>’ (4): 34 dan 35; 

4. Alasan-alasan talak yang termaktub dalam perundang -
undangan republik Indonesia adalah sesuai dengan hukum 
Islam yang bersumberkan al-Qur’an dan hadis yang 
menganggap talak merupakan perbuatan halal yang sangat 
dibenci Allah, sehingga perlu dipersempit terjadinya. 
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